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Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal lahir, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK,
Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta,
Tempat Tinggal di, Kota Batam, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam,
NIK, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

09 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada

hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2013, Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, Propinsi Kepulauan
Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 01 Mei 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di Kota Batam;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 5
tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun kurang lebih sejak
tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan
tidak harmonis;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat adalah ;

a. Bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan
Laki-laki lain;
b. Bahwa Termohon sudah lalai menjalankan kewajibannya

sebagai Isteri terhadap Pemohon;

C. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk

tidak melanjutkan rumah tangganya;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tersebut kurang lebih pada tahun 2014, sehingga
Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak berhubungan suami
isteri hingga sekarang;
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah
tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon,
maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon
dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan
Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut

hukum;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon () depan sidang Pengadilan Agama Batam;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak
berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan
Termohon untuk mengikuti proses mediasi, maka atas kesepakatan
Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari non hakim
bersertifikat bernama Jaya Kusumah, S.E., S.H., M.H.,, C.L A, C.PL,,
dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm,
tanggal 23 Agustus 2018;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis,
tertanggal 05 September 2018, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil
mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan
persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun
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menurut berita acara sidang yang lalu telah diperintahkan untuk hadir
kembali, dan Termohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sesuai
relaas panggilan Nomor : XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 10 September
2018 dan tanggal 17 September 2018;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak
memberikan jawaban karena tidak hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK , tanggal 29 Agustus 2016, atas
nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan
Giro, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 01 Mei 2013 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam,
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup
dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;

B. Saksi

Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama dan Termohon
bernama karena saksi sudah bertetangga dengan pemohon sejak 4
(empat) tahun lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang
sah, mereka menikah di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam,

sekitar 5 (lima) tahun lalu;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di Kota Batam;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga)
tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga
kondisinya tidak rukun lagi;

- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada saksi, penyebabnya
karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak
menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki selingkuhan Termohon tersebut;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon
bertengkar karena tinggal bersebelahan rumah;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama
lebih kurang 3 (tiga) tahun, Termohon yang meninggalkan rumah
kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul
lagi;

- Bahwa saksi pernah manasihati Pemohon agar tetap sabar dan rukun
dalam membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama dan Termohon
bernama karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang
sah, mereka menikah di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam,
sekitar 5 (lima) tahun lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah

tangga di Kota Batam;
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- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga)
tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga
kondisinya tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-
laki lain dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
seperti melayani makan dan pakaian Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki selingkuhan Termohon karena
saksi mengetahui Termohon berselingkuh dari keterangan Pemohon;

- Bahwa penyebab lain adalah karena Termohon tidak menyukai saksi
sebagai lbu mertuanya sehingga komunikasi antara saksi dengan
Termohon tidak terjalin dengan baik;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon
bertengkar;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama
lebih kurang 3 (tiga) tahun, Termohon yang meninggalkan rumah
kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul
lagi;

- Bahwa saksi pernah manasihati Pemohon agar tetap sabar dan rukun

dalam membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya
dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal
tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan
cerai adalah karena Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan Laki-
laki lain, dan Termohon sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang
Isteri;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut
Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir
menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah diperintahkan untuk
hadir lagi dan juga dipanggil lagi secara resmi dan patut, sedangkan

ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan
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yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon
mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan
Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah
mengakui dan membenarkan dalil-dalii dan alasan Pemohon dan
seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalii dan alasan Pemohon
dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah
merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal
311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian)
yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu
pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada
Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap
bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk)
dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenannya
permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah),
ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon
adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 April 2013, dengan
demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi
pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya
adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut
telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan
berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau
pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling
mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalii dan alasan pokok

permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang
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telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga

keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup

mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti
surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas,
Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sabh,
menikah pada tanggal 26 April 2013, dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon
berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak menjalankan kewajibannya
sebagai seorang istri;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2014 yang
akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai
sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun
kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa dalil-dalii dan alasan permohonan Pemohon telah
terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage)
serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan
Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dan Termohon telah
berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, serta upaya
damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis
Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah
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merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat
sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam
membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak
mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan
dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung
RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana
diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu
untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah
dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi
firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang
dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi
tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat
(keburukan) dari pada maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin
yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan
harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah
ushul figh yang terdapat dalam kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang
berbunyi :

> Lle pade swlaalls$s
bl

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap

kebaikan;
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Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi
Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut
adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanghan
tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk
bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai
ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 891000 ( delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan
dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. YULISMAR sebagai
Ketua Majelis, Drs. SYAFI'l, M.H dan Dra. Hj. SITI KHADIJAH, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MARWIYAH, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Drs. SYAFI'l, M.H. Dra. Hj. YULISMAR
Hakim Anggota

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Panitera Pengganti

MARWIYAH, S.Ag

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  800.000,00

- Redaksi 'Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000.00
Jumlah :Rp  891.000,00
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